BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Membaca

KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 31)

)

. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/006/ba.tapd-
2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembahasan
Penambahan Anggaran Untuk Kegiatan Vaksinasi Covid 19
Untuk Puskesmas dan TNI/POLRI di Kabupaten Kerinci
dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan
Profesi kepada Dokter Spesialis RSUMHAT Kerinci;

. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/008 /ba.tapd-
2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pembahasan
Penambahan Anggaran TPP untuk Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL) dan POPT dan Pengalokasian anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan hari krida pertanian (HKP) dan
hari pangan sedunia (HPS);

. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor 030/217/IV/BPKPD-2022 tanggal 8 Maret 2022
tentang persetujuan untuk pergeseran antar objek belanja
dalam jenis belanja berkenaan sub. kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah pada BPKPD Kabupaten Kerinci;

. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor
900/008.b/ba.tapd-2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang
Lanjutan Pembahasan Penambahan Anggaran Untuk
Kegiatan Vaksinasi COVID-19 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci;

. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor 900/7/PBJ-2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang
persetujuan untuk pergeseran antar objek belanja dalam
Jjenis belanja berkenaan kegiatan Pembinaan dan Advokasi
PBJ pada Bagian Setda Kabupaten Kerinci;



Menimbang

Mengingat

8. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/010/ ba.tapd-
2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang pembahasan
pergeseran anggaran gaji dan tunjangan di seluruh SKPD
dan penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten
kerinci pada bank jambi per-desember tahun 2021;

a. bahwa dalam rangka mendukung program DBHCHT untuk
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial dan pemberantasan barang
kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan
untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional
terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan
kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah belum
dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka dukungan belanja bidang kesehatan
untuk program vaksinasi covid-19 di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci belum tersedia anggarannya, sehingga
dikwatirkan akan berdampak terhadap penanggulangan
wabah Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)di Kabupaten
Kerinci,

c. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran gaji dan
tunjangan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinci terkendala kekurangan dalam hal
penganggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah,
sehingga dikwatirkan akan berdampak terhadap kinerja
pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai
dengan amanat undang-undang aparatur sipil negara
bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada pegawai negeri sipil serta menjamin
kesejahteraannya;

d. bahwa dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan BAB
III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam
Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek
Belanja Dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran
Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rician Objek
Berkenaan sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2009;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah
schbagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);



3.

10.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Ihdonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tantang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan; :

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

e s

Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 23
Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.40.797.564.000,-

Ketentuan Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 26
Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.43.091.879.698,- yang terdiri dari :
a. Belanja Hibah kepada BUMD;
b. Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum;
c. Belanja Dana BOS;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Ketentuan Pasal 27, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 27
Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.189.651.870,- yang terdiri dari :
a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;

Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 28
Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.138.563.687.364,- yang terdiri dari :
Belanja Modal Tanah;
Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja Modal Aset Lainnya;

mopo o

Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 30
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.13.697.030.878,- yang
terdiri dari :
Belanja Modal Alat Angkut;
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
Belanja Modal Alat Kantor;
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
Belanja Modal Alat Laboratorium;
Belanja Modal Komputer;
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
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Ketentuan pada lampiran 1 dan lampiran Il diubah sebagaimana perubahan
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.






